WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,

bahwa  dalam  rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang berintegritas, transparan, dan
akuntabel serta bebas dari praktik kecurangan, diperlukan
penguatan sistem pengendalian kecurangan yang terstruktur,
sistematis, dan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah
Daerah;

bahwa  praktik  kecurangan dalam  penyelenggaraan
pemerintahan daerah berpotensi menimbulkan kerugian
keuangan daerah, menurunkan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah, menurunkan kualitas pelayanan publik,
serta melemahkan kepercayaan masyarakat, sehingga
diperlukan upaya pengendalian kecurangan,;

bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan
daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta sistem
pengendalian intern  pemerintah, Pemerintah Daerah
menyelenggarakan pengendalian kecurangan sebagai bagian
dari sistem pengendalian intern dan penguatan integritas
aparatur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Pengendalian Kecurangan di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);



Menetapkan :
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

MEMUTUSKAN,

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGENDALIAN
KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
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Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah
Kota Bekasi.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bekasi.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan
unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis
dinas dan/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh daerah
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Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus
oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.

Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak
jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau
mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya,
atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan
diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi
dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi
tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan
dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut
terjadi.

Rencana Pengendalian Kecurangan adalah keseluruhan strategi
pengendalian kecurangan yang diikhtisarkan dalam suatu
dokumen dan disahkan oleh pimpinan entitas pemilik risiko
Kecurangan.

Pencegahan adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode
dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk
menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko, dan
penyebab risiko kecurangan.

Deteksi adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam
mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk
mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan
dan keterjadian kecurangan.

Respon adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam
mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk
menurunkan tingkat kemungkinan Kkejadian dan/atau
menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan,
sedang atau telah terjadi.

Edukatif adalah wupaya pencegahan yang fokus pada
peningkatan kesadaran risiko kecurangan serta pengembangan
sikap dan perilaku anti kecurangan melalui upaya pendidikan,
pelatihan dan pembelajaran.

Preventif adalah kegiatan pencegahan antisipatif yang sifatnya
mendahului sebelum timbul faktor risiko, sumber risiko dan
penyebab risiko kecurangan.
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Penangkalan adalah upaya Pencegahan yang dilakukan saat
berlangsung aksi berbuat kecurangan yang terindentifikasi
melalui upaya pengamanan dan penjagaan yang efektif.
Penggentaran atau deterensi adalah upaya pencegahan yang
sifatnya meningkatkan kemungkinan suatu kecurangan
terdeteksi dengan cepat dan pelaku diancam untuk ditindak
dengan keras dan tegas sehingga menimbulkan rasa takut
untuk berbuat.

Pemulihan Aset merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi
pengumpulan informasi dan bukti melalui asset tracing,
pembekuan aset dan pengembalian aset yang diperoleh dari
perbuatan kecurangan dengan tujuan untuk memulihkan
kerugian atau mengurangi Kkerugian yang dialami oleh
organisasi.

Inspeksi Mendadak yang selanjutnya disingkat Sidak adalah
pemeriksaan secara langsung tentang pelaksanaan peraturan,
tugas, dan sebagainya yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa
pemberitahuan.

Probity Audit adalah penjaminan yang diberikan oleh auditor
probity untuk melakukan pengawasan independen terhadap
suatu proses pengadaan barang/jasa dan memberikan
pendapat atau simpulan yang obyektif mengenai kesesuaian
proses pengadaan barang/jasa dengan persyaratan kejujuran
yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang/jasa sesuai
ketentuan yang berlaku, serta memenuhi prinsip-prinsip dan
etika pengadaan barang/jasa.

Reviu Pengadaan Barang dan Jasa adalah penelaahan ulang
bukti-bukti suatu kegiatan pengadaan barang/jasa untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah
ditetapkan.

Pengawasan Berkelanjutan adalah seluruh proses kegiatan
yang dilakukan oleh pihak yang independen, dalam hal ini
Inspektorat Daerah, untuk memberikan keyakinan yang
memadai sebagai alat yang dapat memberikan peringatan dini
yang dilakukan secara berkelanjutan.

Pengawasan Intern Berbasis Risiko adalah metodologi yang
menghubungkan pengawasan intern dengan kerangka Kkerja
manajemen risiko suatu organisasi.

Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh
pejabat berwenang menghukum kepada ASN karena melanggar
Peraturan Disiplin PNS.

Unit Pengendalian Kecurangan adalah unit yang dibentuk
untuk melakukan pengendalian atas jenis kecurangan tertentu.
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Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah sistem yang mengelola
atau mengatur tata cara pengaduan/penyingkapan mengenai
suatu perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak
semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau
peraturan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran serta
para stakeholder dan pihak lainnya/masyarakat luas dalam
mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan
pemerintahan daerah.

BAB 11
PRINSIP PENGENDALIAN KECURANGAN
Pasal 2

Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi
Kecurangan.

Pengendalian Kecurangan diselenggarakan untuk memperkuat
dan melengkapi Sistem Pengendalian Intern.

Kebijakan Pengendalian Kecurangan diimplementasikan oleh
Perangkat Daerah, BLUD dan BUMD.

BAB III
STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN
Pasal 3

Strategi Pengendalian Kecurangan terdiri atas:

a. Pencegahan,;

b. Deteksi; dan

c. Respon.

Kegiatan Strategi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, dapat berbentuk:

a. Edukatif;

b. Preventif;

c. Penangkalan; dan

d. Penggentaran atau Deterensi.

Kegiatan Strategi Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dapat berbentuk:

a. Sidak;

b. Probity Audit;

c. Reviu Pengadaan Barang dan Jasa;

d. Pengawasan Berkelanjutan; dan

e. Pengawasan Intern Berbasis Risiko.

Kegiatan Strategi Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf ¢, dapat berbentuk:

a. pemeriksaan investigatif/ pemeriksaan Khusus;

b. pengenaan Hukuman Disiplin;

c. Pemulihan Aset;
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d. menata ulang budaya; dan/atau
e. pelimpahan kepada aparat penegak hukum sesuai petunjuk
dan arahan Wali Kota.
Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memperhatikan atribut sebagai berikut:
. Kebijakan anti Kecurangan;
. standar perilaku dan displin;
penilaian risiko kecurangan,;
. manajemen sumber daya manusia;
manajemen pihak ketiga;
unit engendalian Kecurangan;
. sistem pelaporan pelanggaran;
. Deteksi;
investigasi; dan
tindakan korektif.

S 0 Q0 O

BAB IV
LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN
Pasal 4

Pengendalian Kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan
efisien diperlukan landasan lingkungan Pengendalian
Kecurangan.

Lingkungan Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. komitmen jajaran pimpinan;

b. budaya anti kecurangan; dan

c. prosedur Pengendalian Kecurangan.

Komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a berbentuk:

a. sikap dan perilaku yang baik pimpinan;

b. deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis
dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang
digunakan oleh Pemerintah Daerah;

c. Perangkat Daerah, BLUD dan BUMD membuat dan
menandatangani pakta integritas anti kecurangan dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini;

d. penyediaan sumber daya yang dibutuhkan meliputi:

1. sumber daya manusia;

2. infrastruktur;

3. finansial; dan/atau

4. kebutuhan lain yang relevan.

e. respon atas segala tindakan kecurangan di lingkungan
Pemerintah Daerah.
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(4) Budaya anti Kecurangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf
b berbentuk:
a. penuangan komitmen anti Kecurangan ke dalam visi, misi,
tujuan, sasaran dan nilai Pemerintah Daerah,;
b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan
kriteria mengenai perilaku anti Kecurangan; dan
c. pemberian Hukuman Disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan
jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(5) Prosedur Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf ¢ berupa:
a. petunjuk teknis;
b. prosedur kegiatan baku; dan/atau
c. desain Pengendalian Kecurangan lainnya.

BAB V
PERILAKU ANTI KECURANGAN
Pasal 5

ASN, pegawai BLUD dan pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah

Daerah harus berperilaku:

a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;

menghindarkan diri dari perbuatan curang;

saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;

menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan

organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan,;

e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek
kolusi, korupsi, dan nepotisme;

f. melaporkan kecurangan yang didengar, dilihat, dan/atau
diketahuinya kepada atasan atau pihak yang berwenang; dan

g. tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

ao o

BAB VI
PENERAPAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
Pasal 6

(1) Perangkat Daerah, BLUD dan BUMD menyusun dan
menerapkan Rencana Pengendalian Kecurangan secara efektif,
(2) Penyusunan dan penerapan Rencana  Pengendalian
Kecurangan, memperhatikan:
a. kondisi lingkungan intern dan ekstern;
b. kompleksitas pelayanan;
c. jenis, potensi, dan Risiko Kecurangan; dan
d. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.
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BAB VII
PELAPORAN
Pasal 7

Perangkat Daerah, BLUD dan BUMD menyampaikan laporan
kepada Wali Kota melalui Inspektorat Daerah, meliputi:

a. laporan rencana pengendalian kecurangan;

b. laporan kejadian kecurangan; dan

c. laporan penerapan rencana pengendalian kecurangan.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
disampaikan pada bulan Mei tahun n-1.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
huruf ¢ disampaikan setiap per Triwulan, paling lambat pada
minggu pertama setelah triwulan tersebut berakhir.

Laporan Rencana Pengendalian Kecurangan secagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota
ini.

Format laporan kejadian Kecurangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota
ini.

Format laporan penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
UNIT PENGENDALIAN KECURANGAN
Pasal 8

Dalam Pengendalian Kecurangan Wali Kota dapat membentuk
Unit Pengendalian Kecurangan.

Susunan Unit Pengendalian Kecurangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. penanggung jawab;

b. wakil penanggung jawab;

c. ketua;,

d. sekretaris; dan

e. anggota sesuai kebutuhan.

Unit Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.



Pasal 9

(1) Unit Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 mempunyai tugas meliputi:

a. memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan
perumusan kebijakan teknis; dan

b. melaksanakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Unit Pengendalian Kecurangan melakukan fungsi
meliputi:

a. perencanaan;

. desain Sistem Pengendalian Kecurangan,

koordinasi;

. monitoring; dan

evaluasi Sistem  Pengendalian Kecurangan tingkat

Pemerintah Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Unit
Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali
Kota.

o oo o

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan
Pengendalian Kecurangan.

(2) Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan BLUD dan Pimpinan
BUMD melaksanakan pembinaan dan = pengawasan
Pengendalian Kecurangan di lingkungan kerjanya.

(3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengendalian
Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan
kepada Inspektorat Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

a. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 81 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Whistleblowing System di Lingkungan
Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018
Nomor 81);

b. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 91 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penanganan Benturan di Lingkungan Pemerintah
Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 91);
dan
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c. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 700/Kep.471-
ITKO/X1/2022 tentang Manajemen Anti Kecurangan di
Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal .17 Juni 2026

Diundangkan di Bekasi

pada tanggal 1.7 Juni2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ... NOMOR ...
2026 9



-----------

---------------------------------

‘AINN9 NVNIdWId/anT1d NVNIdINId
JHVEAVA LVIDONVIAd VIVdH

XX0g T ‘1Isexedq

Vi T Z i 01 8 g z 9 g £
owe [ owent |
Bm uebue
- ediisaq (rewseysy3 s La_wx nsueg | ndey . u
uexo ) jewsayul yun / 1dog eweN ONISTY WO | JOUMO STy / fewayu) osnoo. | apoy | swer | u | owsns -l n
oSy Jequing shio | een | ou !
ueiBruoy) 1sualodneqny/Kieass el Baen | gueaz | eueys .
¥4 | sy

YALSIOIA WS

NYONVANIHN NVITVANHDONHd VNVONHA LVINJIOA

HVIAVA HV.INIRIFINAd NVONNMTONIT
Id NVONVANIDHEY NVITVANEIDNHd DONV.LNHL

920¢ NNHV.L 6 4OINWON

ISVHY VLOM I'TVM NVANLVIHd

I NVIIdINVT

I.H |ﬁl

SIdojel}S uer
anng/dand/yelseq yexqsueiad et



‘ANnNg NVNIdWId/an1d
NVNIdWId/DONVAID VIVddd

XX0¢g "~ ‘Isexag
ys sy %001 sy
e oty | o | | e | e | || | oo
! o.mn_z peduweq ueupBunway 1seBiN oSy / S_w_a_z pieduieq veupiBunwey | MMed/ Mgv Jepewopy | repy | | Qm__n_m Pedueqg ueupyBur
1exnbury 1exBuyy uexuelelig yeyburL
weepuiy 1sduNsaq | o HEI -
NSIY [enpisay/es]S OISy 81005 /1e|IN WSy Jusiayuijeyejapy oNIsny 81005/
uoneBmI JoyY ¥siy 19BIeL 1eTIN / 21008 Buek ueyepusBued / 10au0g Bugsiay
ININLVYIYL WS HALSIOFE MSIH

IN.HI

ue)eI3oy /ureidold /uere

anndg/antd/yerseq yexsuerad eu



13

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT PAKTA INTEGRITAS
KOP PERANGKAT DAERAH/BUMD

PAKTA INTEGRITAS ANTI KECURANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIP/NIK

Jabatan

atas nama Pimpinan ......... (Perangkat Daerah/BUMD), dengan ini
berkomitmen untuk:

L.

Menerapkan Budaya Kerja, Budaya Kepatuhan, Kode Etik, Budaya Anti
Kecurangan dan Rencana Pengendalian Kecurangan (Fraud Control
Plan) dalam melaksanakan setiap aktivitas pelayanan;

Menerapkan lingkungan pengendalian (control environment) yang
efektif;

Tidak memberikan toleransi (zero tolerance) pada segala bentuk
kecurangan baik yang berasal dari internal maupun eksternal;

Menindak tegas segala bentuk kecurangan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

Memantau, mengawasi dan menyelesaikan setiap kejadian kecurangan
yang terjadi.

Mengetahui

WALI KOTA BEKASI, Kepala ....(Perangkat Daerah/BUMD),

.....................................................................

NIP/NIK. ..ooovviieeeaaanen..



7.

KOP PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS ANTI KECURANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIP/NIK

Jabatan

adalah (Aparatur Sipil Negara/Pegawai Pemerintah berdasarkan perjanjian kerja
tertenti/Pegawval BUMD)®,  .oviicisimesssnaionsons (Perangkat Daerah/BUMD)
dengan ini berkomitmen untuk:

1.

Menerapkan Budaya Kerja, Budaya Kepatuhan, Kode Etik, Budaya
Anti Kecurangan dan Rencana Pengendalian Kecurangan (Fraud
Control Plan) dalam melaksanakan setiap aktivitas;

Memahami setiap risiko kecurangan dan peduli terhadap indikasi-
indikasi adanya Kecurangan (redflag);

Melaporkan kejadian yang mencurigakan atau indikasi kecurangan
melalui sarana yang telah ditetapkan;

Ikut berperan aktif dalam mengurangi dan mencegah terjadinya
kecurangan;

Melaksanakan sistem pengendalian intern yang efektif dengan
mentaati seluruh ketentuan yang berlaku sesuai tugas dan tanggung
jawabnya sebagai wujud kepedulian terhadap upaya pencegahan
terjadinya kecurangan;

Bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku apabila tidak menjalankan Komitmen Anti Kecurangan.

Bekasl.,. e 20, ..

Jabatan

NIP/NIK. ..oouiiiniiineaannnnnn,

*) Pilih salah satu status kepegawaiannya




--------------------------------

--------------------------------

‘ueduernoay uerpeloy seje ynaeduodio) Suek elios] jiun yerepe ueipeloy] yeduog
‘1sexynels uep esel uep 3uereq ueepeduad urerep uedunuadad UueINjUaq
‘ae8ueanooy ‘uejeqel urerep uedepsduad ‘ueserowaod ‘aedendAuad ‘ereSou ueduenaly uerdnioy ednioq uedueINIIY STUD(

‘ainng NVNIdINId/an1d NVNIdINId /HVAAVA LVIDONVIAd VIVdES

XX0T T ‘sespyg

‘uedueInoay

spetead uesnsfe[ow werep jeqrro) duns3due] ereodss yepn dued seyrd-seyrd yerepe nsferod uesing /3unsSuel 3eprl
‘ueduelnday uesnyePuw sunsdue] 1eqiia) dued NSy jodwoay/ NSV yerepe :nyed /3unsdue]

'q
e

nse[ad ewen

ueduelod

€

c

!

uerdnIay] Isexpul

SNPo reusduspy Jey3uls ISeuLIojuf

ueipeloy yeduia],

ueSUuBINIIY STUI[

nePd eureN

ON

jIqnd ueneyrsd pefusuw isusjodiog neje/uep ‘uesgrusig eredag jnedo)N sedurep.
NVONVINOIHN NVIAVLHY NVIOdV1

danng /anidgd / HVyAavd LVIONVIHd dOM
NVONVANOAN NVIAVLANM NVIOdVT LYINJIOA

HVIHVA HVLNIITHINAd NVONOMONIT Id
NVONVANDHAN NVITVANHAONHd ONV.LNH.L
9¢0Z NMNHV.L 6 d0NON

ISVIHY VLOM I'TVM NVANLVIHd

III NVIIdINV']

Im.—nl



ISEqNIU2PLIa] Suek pnoy jeqiye [eme UBISILISYN UBISTLIDY ISEIIpU]

TP ‘[oI1U0o3 UeyBUWI[OY
uexjeejuewowl eAurestur ‘tije(ad yoro ueynyep Sued uedueinoay snpour/erod snpow Teus3uow JedIUIS ISBULIOJU]

IQH!



--------------------------------------------

‘aiNngd NVNIdIWId/AaNTd NVNIdIWId /HVIdvVd LVIONVIHd VIVdE3]

XX0g ‘1sespegq
uedueInoay|
ueyreqrad eAuipelia |, qeqaiuad yelae( yexdusiad (dy weeanp) 1eqIlIa], pnou,y eAurpelia], pnouyy uerpeloy
/infueT yepui], /ueyEwafRy ueyepul, uersnIay] uejEqEr Suef yeyld Buepig /uerdeg [essdue],

nfue] yepury

pnexy uerpelay

....... NNHV.L " NVINMRILL NVONVANOHAM NVI'TVANHONHd VNVONHI NVdVIAHNHd NVIOdV1

anng/anNigd/Hvidavd LVIONVIHAd dOM

HVAAVA LVIONVIAd NVONVINOHAN NVITVANHONHd VNVONHI NVAVAHANHd NVAOdVT LVINIO4

HVAHAVA HY.LNIRIFNId
NVONNMONIT Id NVONVINIEA
NVITVANIONHd ONV.LNH.L

920C NNHV.L 6 3ONON

ISVHEL V.LOM I'lVM NVANLVAHd
Al NVAIdINVT

Ih.ﬁl




‘redueinody ueynquiruaw

Sued ueyewoEy Jrex19) Yeise( jexsuerad uesne[Ip uede neje yep) Sued ededn uesednaowr uesireqiad /infue] spepur]
‘gqeiose( jesduelad Iep [eseraq epr} 3uek eAuure] qeqaliuad

undnew ‘eisnuew BAep 1oquns neje ‘anpasold uep walsis ‘uexeliqosy ueyewsay edniaq yedep ueSueInods uelynquiruow
Sued yeioeq resSueiod eped ueyewoey IseqyRuapl uededniowr ueSueinddy eAurpeliny qeqodusd /ueyeuwa[o3]
“‘wesynyentp 3ued wnsiny eAedn neje /uep Sueuomioq SueA seyid

epedos uerode] eAuestur ure] uesepul], ‘Jreq eureu ueyrnuwad ededn neje/uep 8n1 nuesd ueqifemos] neje/uep UeISNISY
uenues3uad ure[ erejue uexBnup Suek sfeyrd epeday uesepul], "ISni nued ueqifemas] neje /uep ueremedoday] JpensSIUTWIPE
1syues ednisq ure[ erejue ueguernoay nyerd epedoy uesepul], “eAuure] uesepun undneje ueidnap Sued seyrd ‘nperad
epedas uesepun edrnuioq dreq uedueinoos] ueipeloy seje yeioe( jexdueisd uodsol uesjedniow yeioe( jexdueiad uesepul]
‘ueidnioy ueeiniiod undneje 1pelia] yeol Sued ueidniod ueduap ISP UBLSNIOY

reyrd Sursew 3uisew uelad ueyseRp ‘Sueio [ LEp YIiqal 1eqIr[ia)

SueA steyid eyip uedueinooy wWelep BLISDS NI JeqIIo) uesisesipunp sued yeyrd ynunps pndrouw jeqria) ued seyld
‘n31 ueduap ueeuwresIadip

jedep Suek eAuure] uesepur} uesepur] uep jose uedepPdduad ‘uendruad ‘isdnaoy ure] erejue ‘uedueanody SIUIS
‘ueiode] opourad eped uedueInody

nuy 8ojeng uedessuad nfue] sjepun yesduel-yex3ue] uep ISeneas [iIsey Tleuddusw jesxduls ereods uexsepluop
‘ueduel:

Im.ﬁl



